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ABSTRACT  
This study examines judicial reasoning in illegal mining cases to uncover the roots of 
sentencing disparity by comparing two Supreme Court decisions, 1502 K/Pid.Sus/2023 and 
2058 K/Pid.Sus/2023, both arising from Bone Bolango and involving Chinese nationals. 
Employing a normative legal method with a case-comparison approach, the analysis draws 
on Lawrence M. Friedman’s legal system framework and the triad of legal certainty, justice, 
and utility. The findings identify six principal drivers of disparity: differences in the quality 
of facts and evidence; divergent interpretations of the unlawfulness element (formal versus 
material); varying assessments of mens rea/intent; inconsistent application of Article 55(1) 
of the Criminal Code on participation; contrasting uses of judicial discretion (restrictive 
versus teleological); and the absence of sentencing guidelines specific to mineral and coal 
offenses. Decision 1502 emphasizes the lack of direct involvement and residual doubt, while 
Decision 2058 treats a chain of economic acts as active participation fulfilling the offense 
elements. These divergences erode predictability and deterrence in mining law enforcement. 
The study recommends issuing Supreme Court circulars or regulations on Minerba 
sentencing guidelines, targeted judicial training, stronger investigation and evidentiary 
practices, and the consolidation of precedent through chamber mechanisms to promote 
consistent and accountable adjudication. 

Keywords: Illegal Mining; Sentencing Disparity; Judicial Reasoning; Article 55 Criminal 
Code; Sentencing Guidelines. 

 
ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana pertambangan tanpa 
izin (illegal mining) untuk menelisik akar terjadinya disparitas putusan pada dua perkara 
kasasi Mahkamah Agung: 1502 K/Pid.Sus/2023 dan 2058 K/Pid.Sus/2023 yang sama-sama 
berlokasi di Bone Bolango dan melibatkan warga negara Tiongkok. Metode yang digunakan 
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan putusan, berpijak pada 
teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 
Hasil kajian menunjukkan enam sumber utama disparitas: perbedaan kualitas fakta dan alat 
bukti; perbedaan penafsiran unsur melawan hukum (formil vs materiel); perbedaan 
penilaian mens rea/kesengajaan; variasi penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
(penyertaan); penggunaan judicial discretion yang berbeda (restriktif vs teleologis); serta 
ketiadaan pedoman pemidanaan khusus Minerba. Putusan 1502 menitikberatkan ketiadaan 
keterlibatan langsung dan keraguan pembuktian, sedangkan putusan 2058 menilai 
rangkaian perbuatan ekonomis sebagai partisipasi aktif yang memenuhi unsur delik. 

 
 

 

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum                                           e-ISSN 3026-2917 

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn     p-ISSN 3026-2925 
                    Volume 3 Number 6, 2025  
                    DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2563         

 

 

 

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
mailto:cahyanitute8@gmail.com
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn
https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2563


Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum                                                                          e-ISSN 3026-2917 
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn       p-ISSN 3026-2925  
Volume 3 Number 6, 2025  
 

 

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)  8522 
 

Copyright; Cahyani Tute, Fenty U. Puluhulawa, Apripari 

Implikasi yuridisnya adalah menurunnya prediktabilitas putusan dan efek jera. 
Rekomendasi meliputi penyusunan SEMA/PERMA pedoman pemidanaan Minerba, 
peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan tematik, penguatan kualitas penyidikan 
dan pembuktian, serta konsolidasi yurisprudensi melalui mekanisme kamar agar tercipta 
konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum. 
Kata Kunci: Illegal Mining; Disparitas Putusan; Pertimbangan Hakim; Kuhp Pasal 55; 
Pedoman Pemidanaan. 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah dan beragam, 
mencakup sumber daya mineral, hutan tropis, kekayaan laut, serta 
keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu yang terkaya di dunia (Amalia & 
Emalia, 2022). Konstitusi negara, khususnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas menyatakan bahwa 
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sumartono 
& Hoesein, 2025)." Amanat konstitusional ini menempatkan negara sebagai 
pengendali pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh rakyat 
Indonesia (Ahmad et al., 2020; Ahmad & Nggilu, 2023). 

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting dalam 
pemanfaatan kekayaan alam tersebut. Pertambangan didefinisikan sebagai proses 
eksplorasi, ekstraksi, dan pengolahan sumber daya mineral serta bahan tambang 
dari perut bumi untuk kepentingan ekonomi (Hira et al., 2022). Kegiatan ini 
meliputi berbagai komoditas, mulai dari logam seperti emas, perak, dan tembaga; 
non-logam seperti gipsum dan batu kapur; hingga bahan bakar fosil berupa minyak 
bumi, batubara, dan gas alam (Anugrah, 2022). Kontribusi sektor pertambangan 
sangat signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan 
industri, dan pemenuhan kebutuhan energi nasional. 

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur melalui 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (UU Minerba) beserta perubahannya (Satingi et al., 2024). Regulasi ini 
mewajibkan setiap pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan pertambangan 
untuk memiliki izin resmi, baik berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha 
Pertambangan (IUP), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perizinan 
ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk 
mengawasi dan mengendalikan aktivitas pertambangan agar sesuai dengan prinsip 
keberlanjutan dan kepentingan umum (Paruki & Ahmad, 2022). 

Sebagai warga negara yang taat hukum, masyarakat memiliki tanggung 
jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk dalam sektor 
pertambangan. Kepemilikan IUP yang sah tidak hanya menjamin legalitas kegiatan, 
tetapi juga memastikan bahwa proses pertambangan dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspek keselamatan kerja, pelestarian lingkungan, dan 
kesejahteraan masyarakat sekitar triliun (Ahmad, 2022; Pakaya & Wijaya, 2022; 
Pantouw & Ahmad, 2022). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan 
bahwa banyak kegiatan pertambangan masih dilakukan tanpa izin resmi. Praktik 
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ini dikenal sebagai illegal mining atau pertambangan tanpa izin (PETI), yang secara 
tegas dilarang oleh hukum positif Indonesia (Datunsolang et al., 2024; Fitriani, 2021; 
Ismail et al., 2023; Paruki & Ahmad, 2022). 

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta 
perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, illegal mining dikategorikan 
sebagai tindak pidana di bidang pertambangan dengan ancaman sanksi yang berat 
(Putri & Prasetyo, 2021). Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap 
orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar (Herman et 
al., 2022). Selain itu, Pasal 161 menjerat pihak-pihak yang menampung, 
memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual hasil tambang yang tidak 
berasal dari pemegang izin resmi dengan ancaman hukuman serupa. Selain sanksi 
pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, 
denda, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin, serta sanksi tambahan 
seperti perampasan barang dan keuntungan hasil kejahatan (Yahya et al., 2025). 

Meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, pelanggaran tetap 
marak terjadi. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 128 laporan kasus PETI di sektor mineral 
dan batubara. Situasi ini semakin memburuk pada tahun 2025, di mana berdasarkan 
laporan aparat penegak hukum, ditemukan 1.063 lokasi tambang ilegal di seluruh 
Indonesia dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp300 (Setiawan, 2025). 
Angka-angka ini mencerminkan betapa masifnya praktik pertambangan ilegal yang 
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kelestarian 
lingkungan dan memicu konflik sosial di masyarakat lokal. 

Fenomena illegal mining semakin kompleks karena tidak hanya melibatkan 
warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang masuk melalui skema 
investasi. Mereka memanfaatkan celah regulasi, lemahnya pengawasan di tingkat 
daerah, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap legalitas kegiatan pertambangan. 
Kondisi ini tercermin dalam dua putusan Mahkamah Agung yang menjadi fokus 
penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Nomor 2058 
K/Pid.Sus/2023, yang keduanya melibatkan warga negara Tiongkok sebagai 
terdakwa dalam kasus illegal mining batu galena di Kabupaten Bone Bolango, 
Provinsi Gorontalo. 

Dalam perkara Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023, terdakwa Huang 
Dingsheng dan Chen Jinping didakwa atas pembelian batu galena yang ditambang 
oleh masyarakat lokal. Jaksa penuntut umum menilai aktivitas tersebut dilakukan 
tanpa izin resmi dan menuntut pidana penjara selama tiga tahun enam bulan serta 
denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Namun, baik Pengadilan Negeri 
Gorontalo maupun Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dengan 
pertimbangan bahwa galena yang dibeli berasal dari lahan tambang rakyat di luar 
wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals, dan para terdakwa tidak memiliki 
peran aktif dalam penambangan maupun pengangkutan. 

Sebaliknya, dalam perkara Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, terdakwa 
Gan Hansong dan Gan Caifeng didakwa atas keterlibatan aktif dalam pembelian, 
pengangkutan, dan penampungan 1.900 ton batu galena dari masyarakat lokal yang 
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bersumber dari wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals tanpa izin resmi. 
Para terdakwa terbukti menandatangani kontrak kerja sama, melakukan transaksi 
transfer uang hingga miliaran rupiah, serta menyimpan hasil tambang di gudang 
perusahaan mereka. Meskipun Pengadilan Negeri Gorontalo membebaskan 
mereka, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut 
dan menyatakan para terdakwa bersalah, dengan menjatuhkan pidana sesuai 
tuntutan jaksa. 

Perbedaan hasil putusan pada kedua perkara yang memiliki kesamaan 
dakwaan dan locus delicti ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang fundamental. 
Fenomena ini dikenal sebagai disparitas putusan, yaitu perbedaan dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa tanpa adanya faktor pembeda 
(distinguishing factors) yang proporsional secara hukum (Darmawan & Kadir, 2021). 
Disparitas semacam ini tidak hanya mengancam kepastian hukum, tetapi juga 
merusak rasa keadilan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap 
integritas sistem peradilan. 

Dalam konteks penegakan hukum, Lawrence M. Friedman melalui teori 
sistem hukumnya (The Legal System) mengidentifikasi tiga elemen penting yang 
menentukan efektivitas hukum, yaitu substansi hukum (materi hukum), struktur 
hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), serta kultur hukum (kesadaran dan 
budaya hukum masyarakat) (Kore, 2025). Ketiga elemen ini harus berjalan secara 
harmonis agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Gangguan pada salah satu 
elemen akan menghambat penegakan hukum secara keseluruhan. 

Hakim, sebagai bagian dari struktur hukum, memegang peran sentral dalam 
sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kebebasan 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa intervensi dari 
kekuasaan manapun (Ahmad et al., 2023). Namun, kebebasan ini harus disertai 
tanggung jawab besar untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengedepankan keadilan, kepastian 
hukum, dan kemanfaatan. Ketika dua perkara serupa diputus secara berbeda tanpa 
alasan yang proporsional, maka muncul ketidakpastian hukum yang berpotensi 
merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hakim 
menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus 
perkara tindak pidana illegal mining, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
terjadinya disparitas putusan. Melalui analisis komparatif terhadap kedua putusan 
Mahkamah Agung tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya mewujudkan penegakan hukum 
yang konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perbandingan putusan (case comparison approach). Jenis penelitian ini 
dipilih karena fokus kajian tertuju pada analisis terhadap norma hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Irwansyah, 2020), khususnya 

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum                                                                          e-ISSN 3026-2917 
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn       p-ISSN 3026-2925  
Volume 3 Number 6, 2025  
 

 

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)  8525 
 

Copyright; Cahyani Tute, Fenty U. Puluhulawa, Apripari 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara beserta perubahannya, serta penerapannya dalam dua putusan 
Mahkamah Agung, yaitu Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan 
Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 
kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer berupa 
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder 
berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel hukum, serta 
bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-komparatif untuk 
mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fakta hukum, penerapan pasal, 
pertimbangan hakim, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas 
putusan (Mahmud Marzuki, 2014). 

Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum dari 
Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan 
kultur hukum, serta teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai 
landasan filosofis penegakan hukum. Pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana pertambangan, 
sedangkan pendekatan kasus (case approach) diterapkan untuk membandingkan 
ratio decidendi dan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut 
(Fajar & Achmad, 2010). Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat 
memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum pidana 
pertambangan di Indonesia, khususnya terkait disparitas putusan dalam kasus 
illegal mining yang melibatkan warga negara asing, serta memberikan rekomendasi 
untuk mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan 
pidana Indonesia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023  

 Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 melibatkan terdakwa Huang 
Dingsheng dan Chen Jinping, warga negara Tiongkok yang didakwa melakukan 
tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 161 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Majelis hakim pada tingkat pertama memutuskan bebas, dan Mahkamah Agung 
menguatkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa unsur "melawan 
hukum" dan "kesalahan" tidak terpenuhi. 

Fakta persidangan menunjukkan bahwa batu galena yang dibeli terdakwa 
berasal dari lima titik tambang rakyat, bukan dari wilayah Kontrak Karya PT 
Gorontalo Minerals. Terdakwa tidak melakukan kegiatan penambangan, 
pengangkutan, atau pengolahan secara langsung, melainkan hanya melakukan 
pembelian hasil tambang dari masyarakat lokal. Dalam persidangan, tidak 
ditemukan bukti adanya niat jahat (mens rea) atau kerja sama ilegal dengan pihak 
yang tidak memiliki izin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menyatakan 
bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 161 UU Minerba, karena 
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unsur "menampung atau mengangkut hasil tambang yang tidak berasal dari 
pemegang izin" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Alam et al., 2025). 

Mahkamah Agung mendasarkan putusannya pada asas tiada pidana tanpa 
kesalahan (geen straf zonder schuld) (Akbar & Hendra, 2021), sebagaimana 
dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila 
perbuatannya disertai dengan unsur kesalahan (Lalamentik, 2020). Karena dalam 
perkara ini unsur kesengajaan tidak terbukti, maka penerapan pidana tidak dapat 
dilakukan. Selain itu, hakim juga menerapkan asas in dubio pro reo, yakni apabila 
terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keputusan harus berpihak kepada 
terdakwa (Baehaqi, 2022). Oleh karena itu, Mahkamah Agung menguatkan putusan 
bebas dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. 

Dari perspektif analisis yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa hakim 
sangat menekankan pentingnya pembuktian keterlibatan langsung dan niat jahat 
dalam tindak pidana pertambangan. Majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat 
bukti keterlibatan langsung terdakwa dalam aktivitas penambangan, 
pengangkutan, atau pengolahan mineral. Perbuatan terdakwa yang hanya sebatas 
pembelian hasil tambang rakyat, menurut hakim, belum dapat dikategorikan 
sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU 
Minerba. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh 
Moeljatno, seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi dua 
unsur, yaitu actus reus (perbuatan pidana) dan mens rea (niat jahat). Karena kedua 
unsur ini tidak terbukti secara meyakinkan, maka terdakwa tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. 

 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023 

Berbeda dengan perkara sebelumnya, dalam Putusan Nomor 2058 
K/Pid.Sus/2023, terdakwa Gan Hansong dan Gan Caifeng, juga warga negara 
Tiongkok, didakwa dengan pasal yang sama, yaitu Pasal 158 dan 161 UU Minerba 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Gorontalo 
memutus bebas, namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan 
putusan tersebut dan menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana pertambangan tanpa izin. 

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan tingkat 
keterlibatan yang jauh lebih kompleks dan terorganisir. Para terdakwa melakukan 
kerja sama bisnis dengan perantara masyarakat bernama Famli untuk membeli dan 
mengangkut batu galena. Dalam persidangan ditemukan bukti kontrak kerja sama, 
invoice pembelian, dan transfer dana dalam jumlah miliaran rupiah dari rekening 
perusahaan terdakwa kepada penambang lokal. Yang paling krusial adalah para 
terdakwa terbukti menampung 1.900 ton batu galena di gudang perusahaan 
mereka, dan batu tersebut terbukti berasal dari wilayah Kontrak Karya PT 
Gorontalo Minerals, bukan wilayah tambang rakyat. Majelis hakim menilai bahwa 
perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 161 UU Minerba, yakni menampung, 
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mengangkut, dan menjual hasil tambang yang tidak berasal dari pemegang izin 
resmi. 

Mahkamah Agung mendasarkan putusan pada prinsip pertanggungjawaban 
pidana (criminal liability), di mana seseorang yang secara aktif mengatur, 
mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tanpa 
izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak menambang 
secara langsung (Harefa & Nashir, 2025). Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
menjadi dasar penting karena terdakwa dianggap turut serta melakukan tindak 
pidana (medeplegen). Hakim menilai bahwa keterlibatan aktif terdakwa dalam 
pembelian dan pengangkutan batu galena tanpa izin merupakan bentuk 
kesengajaan (dolus) yang memenuhi unsur pidana (Wahid, 2024). Dengan demikian, 
Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 161 UU 
Minerba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan menjatuhkan pidana 
penjara 3 tahun 6 bulan serta denda Rp1.000.000.000,00. 

Dari sisi analisis yuridis, putusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih 
holistik dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Mahkamah Agung tidak 
hanya melihat perbuatan fisik penambangan, tetapi juga menilai rangkaian 
perbuatan yang secara keseluruhan mendukung dan memfasilitasi kegiatan 
pertambangan ilegal. Terdakwa tidak hanya membeli hasil tambang, tetapi juga 
menyusun kontrak kerja sama, melakukan transfer dana dalam jumlah besar, serta 
menguasai gudang berisi 1.900 ton batu galena. Aktivitas ini menunjukkan adanya 
peran aktif dan kesengajaan (mens rea) dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. 
Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo keliru dalam 
menerapkan hukum karena mengabaikan bukti keterlibatan aktif terdakwa. Oleh 
sebab itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut dan 
menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. 

 
Faktor-Faktor Hukum yang Menyebabkan Disparitas Putusan 

Fenomena disparitas putusan dalam hukum pidana telah lama menjadi 
perhatian para ahli hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum 
dan menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan (Yusuf et al., 2025a). 
Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas merupakan perbedaan penjatuhan pidana 
terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara rasional (Gulo, 2018). Sementara Muladi 
menambahkan bahwa disparitas sering kali muncul akibat tidak adanya 
keseragaman dalam cara hakim menilai fakta, menafsirkan hukum, dan 
menerapkan asas keadilan dalam suatu perkara (Suherman, 2024). 

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dikemukakan oleh 
Moeljatno, seseorang dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur pokok, yakni 
perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan tidak adanya 
alasan pembenar atau pemaaf (Hakim, 2019). Namun dalam praktiknya, tafsir 
terhadap ketiga unsur tersebut sering kali berbeda antar hakim, yang pada akhirnya 
menimbulkan disparitas putusan. Dari sudut teori kepastian hukum, sebagaimana 
disampaikan Gustav Radbruch, hukum harus mampu menyeimbangkan tiga nilai 
dasar: keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum 
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(rechtssicherheit) (Hendrawan, 2019). Apabila salah satu nilai tersebut diabaikan, 
maka penerapan hukum menjadi timpang dan menghasilkan keputusan yang tidak 
konsisten. 

Dalam konteks dua perkara pertambangan ilegal yang menjadi objek 
penelitian ini, disparitas muncul karena adanya perbedaan mendasar dalam 
penilaian fakta, interpretasi unsur delik, serta penerapan teori pertanggungjawaban 
pidana oleh hakim. Hakim dalam perkara 1502 lebih menitikberatkan pada 
pembuktian formal dan keterlibatan langsung pelaku, sedangkan hakim dalam 
perkara 2058 menilai peran ekonomis dan fungsional terdakwa sebagai bentuk 
partisipasi aktif dalam tindak pidana pertambangan ilegal. Dengan demikian, 
disparitas dalam kedua perkara ini tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis 
persidangan, tetapi juga oleh perbedaan paradigma hukum yang digunakan oleh 
masing-masing hakim. 

1.  Perbedaan Fakta dan Alat Bukti 

Perbedaan utama yang memengaruhi disparitas adalah fakta hukum dan alat 
bukti yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Nomor 1502 
K/Pid.Sus/2023, tidak ditemukan bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan 
aktif terdakwa dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Alat bukti yang diajukan 
hanya berupa keterangan transaksi pembelian batu galena dari masyarakat lokal 
tanpa diketahui secara pasti asal tambangnya. Terdakwa tidak memiliki dokumen 
kontrak formal, tidak ada bukti transfer dana dalam jumlah besar, dan tidak ada 
penguasaan fisik terhadap hasil tambang dalam kapasitas yang signifikan. 

Sementara dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, bukti-bukti yang 
diajukan jauh lebih kuat dan terstruktur. Terdapat kontrak kerja sama yang 
ditandatangani, bukti transfer dana dalam jumlah miliaran rupiah, invoice 
pembelian yang detail, dan yang paling krusial adalah penguasaan fisik terhadap 
1.900 ton batu galena yang disimpan di gudang perusahaan terdakwa. Menurut 
Wirjono Prodjodikoro, pembuktian dalam hukum pidana harus didasarkan pada 
fakta yang jelas dan meyakinkan hakim di luar keraguan yang wajar (beyond 
reasonable doubt). Oleh karena itu, perbedaan kualitas alat bukti ini memengaruhi 
derajat keyakinan hakim, yang berimplikasi langsung terhadap perbedaan 
putusan. 

Hakim perkara 2058 memiliki dasar pembuktian yang lebih kuat untuk 
menyimpulkan adanya niat jahat (mens rea) dan keterlibatan aktif dalam kegiatan 
pertambangan ilegal, sedangkan hakim perkara 1502 tidak menemukan bukti 
yang cukup untuk membangun keyakinan tersebut. Perbedaan ini mencerminkan 
pentingnya kualitas dan kuantitas alat bukti dalam proses pembuktian tindak 
pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan jaringan bisnis dan transaksi 
kompleks. 
2.  Perbedaan Penafsiran terhadap Unsur "Melawan Hukum" 

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada penafsiran terhadap unsur 
"melawan hukum" dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hakim dalam perkara Nomor 1502 
K/Pid.Sus/2023 menilai bahwa aktivitas terdakwa tidak melawan hukum karena 
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batu galena diperoleh dari tambang rakyat yang dianggap memiliki legitimasi 
sosial. Dalam pertimbangannya, hakim melihat bahwa tambang rakyat 
merupakan praktik yang telah berlangsung lama di masyarakat dan memiliki 
dasar dalam Izin Pertambangan Rakyat (IPR), meskipun dalam kasus ini tidak 
jelas apakah penambang memiliki IPR yang sah. 

Sebaliknya, hakim dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023 menilai 
bahwa aktivitas terdakwa jelas melawan hukum karena dilakukan di wilayah 
Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals yang memiliki izin resmi dan hak eksklusif 
atas wilayah tersebut. Hakim berpandangan bahwa setiap kegiatan 
pertambangan di wilayah Kontrak Karya tanpa izin dari pemegang hak 
merupakan perbuatan melawan hukum, terlepas dari siapa yang melakukan 
penambangan. Perbedaan ini menunjukkan adanya pertentangan antara 
melawan hukum formil dan melawan hukum materiel. 

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam Pasal 161 UU Minerba merupakan 
delik formil, sehingga pembuktiannya cukup dengan adanya perbuatan tanpa 
izin, terlepas dari apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata atau 
tidak. Dengan demikian, hakim dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 
dapat dikatakan keliru karena menilai unsur "melawan hukum" secara materiel 
dengan mempertimbangkan legitimasi sosial tambang rakyat, padahal secara 
formil unsur delik sudah terpenuhi ketika perbuatan dilakukan tanpa izin yang 
sah dari otoritas yang berwenang. 

3.  Perbedaan Penilaian terhadap Unsur Kesalahan (Mens Rea) 

Faktor berikutnya yang sangat signifikan adalah perbedaan hakim dalam 
menilai unsur kesalahan atau niat jahat (mens rea). Dalam perkara Nomor 1502 
K/Pid.Sus/2023, hakim berpendapat bahwa unsur kesalahan tidak terbukti 
karena terdakwa tidak mengetahui bahwa batu galena yang dibeli berasal dari 
wilayah pertambangan tanpa izin. Hakim menilai bahwa terdakwa hanya 
bertindak sebagai pembeli biasa yang melakukan transaksi dengan masyarakat 
lokal, tanpa ada indikasi bahwa mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui 
bahwa batu galena tersebut berasal dari kegiatan pertambangan ilegal. 

Sementara dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, hakim menilai 
kesengajaan (dolus) telah terbukti karena terdakwa menandatangani kontrak 
kerja sama, melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar, dan menguasai 
hasil tambang ilegal dalam jumlah yang sangat signifikan yaitu 1.900 ton. Menurut 
hakim, rangkaian perbuatan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak mungkin 
tidak mengetahui bahwa mereka terlibat dalam kegiatan yang tidak sah. 
Penandatanganan kontrak, transfer dana miliaran rupiah, dan penguasaan 
gudang penyimpanan merupakan bukti keterlibatan aktif dan kesadaran penuh 
atas perbuatan yang dilakukan. 

Menurut Moeljatno, kesengajaan tidak hanya berarti pelaku mengetahui 
akibat perbuatannya, tetapi juga mencakup kesadaran untuk menerima akibat 
tersebut (dolus eventualis) (Zaky, 2020). Hakim dalam perkara Nomor 2058 
K/Pid.Sus/2023 berhasil menerapkan konsep ini dengan benar, dengan menilai 
bahwa meskipun terdakwa mungkin tidak secara langsung menambang, mereka 
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memiliki kesadaran penuh bahwa tindakan mereka mendukung dan 
memfasilitasi kegiatan pertambangan ilegal. Sebaliknya, hakim dalam perkara 
Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 terlalu kaku menafsirkan kesengajaan sebagai 
pengetahuan langsung, bukan kesadaran terhadap risiko hukum dari 
tindakannya. 
4.  Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan 

Perbedaan signifikan juga terlihat dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dalam perkara Nomor 1502 
K/Pid.Sus/2023, hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat dikategorikan 
sebagai orang yang turut serta melakukan (medeplegen) karena tidak ada bukti 
keterlibatan aktif dalam pelaksanaan tindak pidana. Hakim berpandangan bahwa 
untuk dapat dikategorikan sebagai turut melakukan, seseorang harus memiliki 
peran aktif dan langsung dalam pelaksanaan delik, bukan sekadar melakukan 
transaksi pembelian hasil kejahatan. 

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, hakim menilai 
bahwa terdakwa memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana karena 
mereka tidak hanya membeli, tetapi juga mengorganisir, membiayai, dan 
mengendalikan kegiatan pembelian dan pengangkutan batu galena dalam skala 
besar. Hakim berpandangan bahwa tanpa peran terdakwa sebagai pembeli dan 
penyedia modal, kegiatan pertambangan ilegal tersebut tidak akan dapat berjalan 
dengan skala yang demikian besar. Dengan demikian, terdakwa dianggap 
memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana. 

Menurut Andi Hamzah, konsep turut serta melakukan dalam Pasal 55 KUHP 
mencakup setiap orang yang dengan sengaja memberikan kontribusi penting 
dalam pelaksanaan tindak pidana, meskipun tidak melakukan perbuatan materiil 
secara langsung (Hamzah, 2017). Dalam konteks pertambangan ilegal, pembeli 
dalam skala besar yang menyediakan pasar dan modal dapat dikategorikan 
sebagai turut serta melakukan karena tanpa kehadiran mereka, kegiatan 
pertambangan ilegal tidak akan memiliki insentif ekonomi untuk dilaksanakan. 
Perbedaan penerapan konsep ini antara kedua putusan mencerminkan perbedaan 
paradigma hakim dalam memahami pertanggungjawaban pidana dalam tindak 
pidana korporasi dan ekonomi. 
5.  Kebebasan Hakim dalam Menilai Alat Bukti (Judicial Discretion) 

Hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti dan menafsirkan 
hukum, yang dikenal sebagai judicial discretion (Yufiandra, 2025). Menurut 
Sudikno Mertokusumo, kebebasan ini merupakan bagian dari independensi 
kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Hertoni, 2016). Namun, 
kebebasan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, karena tetap 
terikat pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023, hakim menggunakan diskresi 
secara restriktif (sempit), dengan hanya melihat perbuatan fisik tanpa menilai 
hubungan ekonomis dan tanggung jawab sosial pelaku (Rayfindratama, 2023). 
Hakim lebih menekankan pada pembuktian keterlibatan langsung dalam aktivitas 
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penambangan, pengangkutan, atau pengolahan, dan mengesampingkan aspek-
aspek lain yang secara substansial juga berkontribusi terhadap terjadinya tindak 
pidana pertambangan ilegal. Pendekatan ini mencerminkan interpretasi yang 
sangat literal terhadap unsur-unsur delik dalam Pasal 161 UU Minerba. 

Sedangkan hakim dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023 
menggunakan diskresi secara progresif dan teleologis, dengan menilai seluruh 
rangkaian tindakan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan pertambangan 
ilegal. Hakim tidak hanya melihat perbuatan fisik, tetapi juga menilai peran 
ekonomis, kontrol manajerial, dan benefit yang diperoleh terdakwa dari kegiatan 
pertambangan ilegal. Pendekatan ini lebih sesuai dengan semangat penegakan 
hukum yang tidak hanya menghukum pelaku lapangan, tetapi juga pihak-pihak 
yang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mendapatkan keuntungan 
dari tindak pidana. 

Perbedaan penerapan discretion ini memperkuat terjadinya disparitas antar 
putusan meskipun unsur pasal yang diterapkan sama. Hal ini menunjukkan 
bahwa meskipun independensi hakim sangat penting untuk dijaga, perlu ada 
upaya untuk menciptakan keseragaman dalam paradigma penilaian alat bukti 
dan penafsiran unsur-unsur delik, khususnya dalam tindak pidana yang bersifat 
kompleks dan melibatkan jaringan bisnis seperti pertambangan ilegal. 
6.  Ketiadaan Pedoman Pemidanaan di Bidang Minerba 

Faktor terakhir yang sangat krusial adalah ketiadaan pedoman pemidanaan 
(sentencing guideline) dalam perkara pertambangan mineral dan batubara. Berbeda 
dengan tindak pidana korupsi yang memiliki pedoman dalam SEMA Nomor 1 
Tahun 2023, tindak pidana narkotika yang memiliki berbagai SEMA terkait, atau 
perlindungan anak yang memiliki standar pemidanaan khusus, tindak pidana 
Minerba belum memiliki acuan yurisprudensi yang seragam dan pedoman 
pemidanaan yang komprehensif. 

Akibatnya, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menafsirkan 
dan menentukan berat ringannya pidana, termasuk dalam menentukan apakah 
seseorang dapat dipidana atau dibebaskan. Tidak adanya standar minimum 
pemidanaan, tidak adanya panduan tentang faktor-faktor yang memberatkan dan 
meringankan, serta tidak adanya yurisprudensi tetap yang mengikat membuat 
setiap hakim dapat memiliki interpretasi yang sangat berbeda terhadap perkara 
yang secara substansial serupa. 

Menurut Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, tanpa adanya pedoman 
pemidanaan, sistem hukum kehilangan prediktabilitasnya, dan keadilan menjadi 
relatif tergantung pada subjektivitas hakim yang mengadili (Idris, 2025). 
Ketiadaan standar inilah yang membuka peluang munculnya perbedaan 
penerapan hukum yang signifikan, termasuk pada dua putusan ini, di mana satu 
terdakwa dibebaskan sementara yang lain dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta denda Rp1 miliar. 

Situasi ini juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan 
masyarakat, karena mereka tidak dapat memprediksi konsekuensi hukum dari 
perbuatan mereka. Dalam jangka panjang, ketiadaan pedoman pemidanaan dapat 
menurunkan efek pencegahan (deterrence effect) dari sanksi pidana dalam UU 
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Minerba, karena pelaku potensial mungkin berpikir bahwa mereka memiliki 
peluang untuk dibebaskan meskipun melakukan perbuatan yang secara objektif 
melanggar hukum. 

 
Implikasi Yuridis dan Rekomendasi 

Disparitas putusan dalam kedua perkara ini memiliki implikasi yuridis yang 
luas, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga bagi sistem peradilan 
pidana Indonesia secara keseluruhan. Pertama, disparitas ini menciptakan 
ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang dapat menurunkan kepercayaan 
publik terhadap sistem peradilan (Yusuf et al., 2025b). Ketika dua perkara yang 
secara substansial serupa menghasilkan putusan yang sangat berbeda, masyarakat 
akan mempertanyakan konsistensi dan prediktabilitas sistem hukum. 

Kedua, disparitas ini dapat menciptakan preseden yang buruk dalam 
penegakan hukum pertambangan. Jika pelaku pertambangan ilegal melihat bahwa 
ada kemungkinan untuk dibebaskan meskipun terlibat dalam kegiatan yang secara 
objektif melanggar hukum, maka efek jera (deterrent effect) dari sanksi pidana akan 
berkurang (Alimuddin et al., 2025). Hal ini dapat mendorong semakin maraknya 
praktik pertambangan ilegal, yang pada akhirnya merugikan negara, merusak 
lingkungan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. 

Ketiga, disparitas ini juga menimbulkan pertanyaan tentang standar 
pembuktian dalam tindak pidana pertambangan (Patmawati, 2025). Apakah cukup 
dengan pembuktian keterlibatan langsung dalam aktivitas penambangan, atau 
apakah peran ekonomis dan fungsional juga harus dipertimbangkan? Pertanyaan 
ini perlu dijawab secara jelas melalui pedoman pemidanaan atau yurisprudensi 
tetap dari Mahkamah Agung. 

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor penyebab disparitas di atas, 
dapat direkomendasikan beberapa upaya untuk mengurangi disparitas putusan 
dalam perkara pertambangan ilegal di masa mendatang. Pertama, Mahkamah 
Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman pemidanaan dalam 
tindak pidana pertambangan mineral dan batubara. Pedoman ini harus mencakup 
definisi yang jelas tentang unsur-unsur delik, standar pembuktian, faktor-faktor 
yang memberatkan dan meringankan, serta kisaran pidana yang proporsional. 

Kedua, perlu ada pelatihan dan sertifikasi khusus bagi hakim yang 
menangani perkara pertambangan. Mengingat kompleksitas teknis dan hukum 
dalam perkara pertambangan, hakim perlu memiliki pemahaman yang memadai 
tentang aspek teknis pertambangan, regulasi sektor pertambangan, serta 
perkembangan yurisprudensi terkini. Ketiga, perlu ada upaya untuk menciptakan 
yurisprudensi tetap melalui mekanisme kamar atau pengajuan pertanyaan hukum 
kepada Mahkamah Agung, khususnya terkait penafsiran unsur-unsur delik dalam 
Pasal 158 dan 161 UU Minerba serta penerapan Pasal 55 KUHP dalam konteks 
pertambangan ilegal. 

Keempat, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum 
dalam mengumpulkan alat bukti. Perbedaan kualitas alat bukti antara kedua 
perkara menunjukkan pentingnya investigasi yang komprehensif dan profesional. 
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Penyidik perlu memahami unsur-unsur delik yang harus dibuktikan dan 
mengumpulkan alat bukti yang memadai untuk membuktikan setiap unsur 
tersebut. Kelima, perlu ada transparansi yang lebih besar dalam putusan-putusan 
pengadilan, khususnya dalam pertimbangan hukum hakim. Publikasi putusan 
yang lengkap dan mudah diakses akan membantu masyarakat memahami dasar 
hukum putusan dan memfasilitasi akademisi serta praktisi hukum. 
 
SIMPULAN  

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1502 
K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, dapat disimpulkan 
bahwa terjadi disparitas putusan yang signifikan meskipun kedua perkara memiliki 
kesamaan substansial, yaitu melibatkan warga negara Tiongkok yang didakwa 
melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan pasal yang sama (Pasal 
158 dan 161 UU Minerba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dan berlokasi di wilayah 
yang sama (Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo). Perbedaan mendasar terletak 
pada pertimbangan hakim, di mana putusan pertama membebaskan terdakwa 
dengan alasan tidak terbukti adanya keterlibatan langsung dan niat jahat karena 
batu galena berasal dari tambang rakyat, sementara putusan kedua menyatakan 
terdakwa bersalah karena terbukti memiliki peran aktif melalui kontrak kerja sama, 
transfer dana miliaran rupiah, dan penguasaan fisik 1.900 ton batu galena yang 
berasal dari wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals tanpa izin. 

Disparitas ini disebabkan oleh enam faktor hukum utama, yaitu: perbedaan 
fakta dan kualitas alat bukti yang terungkap di persidangan; perbedaan penafsiran 
terhadap unsur "melawan hukum" antara pendekatan formil dan materiel; 
perbedaan penilaian terhadap unsur kesalahan (mens rea) dan kesengajaan (dolus); 
perbedaan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak 
pidana; penggunaan kebebasan hakim (judicial discretion) yang berbeda antara 
pendekatan restriktif dan progresif; serta ketiadaan pedoman pemidanaan 
(sentencing guideline) khusus untuk tindak pidana pertambangan mineral dan 
batubara. Untuk mengurangi disparitas di masa mendatang, diperlukan upaya 
konkret berupa penerbitan SEMA atau PERMA tentang pedoman pemidanaan 
tindak pidana pertambangan, pelatihan khusus bagi hakim yang menangani perkara 
pertambangan, penciptaan yurisprudensi tetap melalui mekanisme kamar 
Mahkamah Agung, peningkatan kualitas investigasi dan pengumpulan alat bukti 
oleh penyidik, serta transparansi dan publikasi putusan pengadilan yang lebih baik 
untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang konsisten dalam sistem 
peradilan pidana Indonesia. 
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